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ABSTRAK

Judul Tugas Akhir : Tinjauan Penerapan Sanksi Administratif Atas
Ketidakpatuhan Wajib Pajak Kendaraan
Bermotor Di Kantor SAMSAT Kota Padang

Pembimbing : Muthia Roza Linda, SE, MM

Penelitian ini  bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi
administratif atas ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor
SAMSAT Kota Padang. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah
satu sumber pendapatan daerah yang signifikan, namun masih ditemukan
tingkat ketidakpatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Penelitian ini menggunakan
metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara
dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi administratif
berupa denda sebesar 1% per bulan telah diterapkan sesuai ketentuan yang
berlaku. Namun, tingkat tunggakan PKB masih mengalami peningkatan setiap
tahunnya. Faktor utama yang menjadi penghambat adalah rendahnya kesadaran
wajib pajak, kondisi ekonomi masyarakat, kendaraan tidak aktif, serta kurangnya
sosialisasi dari pihak SAMSAT. Upaya yang dilakukan SAMSAT Kota Padang
antara lain penyediaan layanan payment point, penyebaran informasi melalui
media sosial, dan pemberian insentif pajak. Meskipun demikian, efektivitas
sanksi administratif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dinilai belum
optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi tambahan yang bersifat edukatif
dan persuasif agar kepatuhan wajib pajak dapat meningkat dan
penerimaan daerah dari sektor PKB dapat dioptimalkan.

Kata Kunci : Sanksi Administratif, Pajak Kendaraan Bermotor, Kepatuhan Wajib
Pajak, Tunggakan Pajak
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan pembangunan nasional membutuhkan pembiayaan yang
besar, salah satu cara mendapatkan dana yaitu dengan memaksimalkan
pendapatan berupa pajak. Menurut Soemitro (2016) pajak adalah iuran rakyat
kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan)
dengan tidak mendapat jasa timbal yang lansung dapat ditunjukkan dan yang

digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak menurut pemungutan dan pengelolaannya dibagi menjadi dua
jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Menurut Undang-Undang No.28
Tahun 2009, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang
terutang oleh pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara lansung dan
digunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya keperluan
masyarakat. Pajak daerah terdiri dari beberapa jenis, salah satunya adalah

Pajak Kendaraan Bermotor.

Salah satu pendapatan daerah yang berkontribusi paling besar adalah
Pajak Kendaraan bermotor. Setiap tahunnya terjadi peningkatan
perkembangan  kendaraan  bermotor. = Perkembangan ini  tentunya
menguntungkan bagi lembaga pemungut pajak kendaraan bermotor guna

meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan



pembelian kendaraan bermotor ini dapat meningkatkan jumlah wajib pajak
kendaraam bermotor, sehingga yang harus membayar Pajak Kendaraan

Bermotor juga bertambah.

Dengan adanya peningkatan jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
di suatu daerah, tentunya tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak juga meningkat.
Namun pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam
memenuhi kewajibannya. Kurangnya kepatuhan dalam membayar Pajak
Kendaraan Bermotor menjadi penyebab tidak optimalnya penerimaan pajak
tersebut.

Tabel 1 Data Penerimaan dan Tunggakan PKB Tahun 2022-2024 Di
Samsat Kota Padang

Tafn Mabi Penumpany Mabil Barang Sepeca Motor

Kendaraan Kendaraan Kendaraan

tercaftar

Penerimaan | Tunggakan | Persentase

terdaftar

Pererimaan

Tunggakan

Persentase

tercaftar

Pererimaan

Tunggakan

Persentase

A

200

316.253

371

L18%

231293

206

1§43

012

61841

63279

A5

31T

A

8410

21009

141

226

217868

21000

LT

LW 67150

630,016

503

5%

A

314049

U182

867

TR

218,069

3007

1w 0L

62980

41216

580%

Sumber : Samsat Kota Padang

Berdasarkan tabel diatas, dengan seiring meningkatnya jumlah
kendaraan bermotor di Kota Padang, jumlah wajib pajak juga bertambah,
namun peningkatan jumlah wajib pajak tidak terlalu diikuti oleh peningkatan
kepatuhan dalam membayar pajak, sebagaimana terlihat dari data tunggakan
yang terus naik. Secara keseluruhan, penurunan jumlah kendaraan terdaftar
dan peningkatan tunggakan pajak. Hal ini menandakan masih adanya kendala
dalam menumbuhkan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam memenuhi

kewajiban perpajakan mereka, sehingga pemerintah perlu mengambil langkah



strategis, seperti memberikan insentif pembayaran pajak dan meningkatkan
sosialisasi agar kepatuhan masyarakat dapat kembali meningkat dan
pendapatan daerah tetap terjaga.

Untuk mengatasi permasalahan ketidakpatuhan ini, pemerintah telah
menerapkan sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, wajib pajak yang
tidak membayar tepat waktu akan dikenakan denda sebesar 1% setiap bulan.
Selain itu, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2018
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor
56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan
Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, apabila ada yang
melanggar peraturan dengan tidak mematuhi dan tidak taat dalam
pembayaran pajaknya, maka dikenakan tarif denda berupa denda administrasi
untuk roda 2 dan roda 4 adalah 1% perbulan (maksimal 24 bulan). Penerapan
sanksi ini diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk lebih tertib dan

disiplin dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Dengan adanya penerapan sanksi administratif PKB berperan penting
dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperbaiki penerimaan pajak
daerah, dan menegakkan disiplin pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Sanksi administratif ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak
dalam membayar pajak kendaraan tepat waktu dan melaporkan kewajiban
pajaknya sesuai ketentuan.

Dalam penelitian sebelumnya, oleh Rahayu (2018) meneliti tentang



Tinjauan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada
Kantor SAMSAT Wilayah | Kota Makassar. Berdasarkan penelitiannya,
sanksi administratif sebagai peringatan dan pelajaran kepada wajib pajak agar
tepat waktu dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak yang
dikenakan sanksi administratif semakin meningkat setiap tahunnya seiring
dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor roda dua pada SAMSAT
Wilayah | Kota Makassar.

Berdasarkan penelitian terdahulu, oleh Irianingsih (2015) yang
meneliti tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan
Sanksi Administratif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam
Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak
Kendaraan Bermotor Samsat Sleman). Dari hasil penelitiannya, sanksi
administrasi pajak yang ditetapkan tidak meningkatkan adanya kepatuhan
wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Semakin wajib
pajak mengetahui tentang sanksi administrasi pajak maka kepatuhan wajib
pajak dalam membayar pajak akan semakin berkurang, sehingga sanksi
administrasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penerapan sanksi administratis di Samsat Kota Padang merupakan
salah satu upaya penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak
kendaraan bermotor. Sanksi administratif ini dikenakan kepada wajib pajak
yang terlambat atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan
sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan

di lingkungan SAMSAT Kota Padang, diketahui bahwa keberadaan sanksi



administratif memiliki pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Meskipun demikian, sanksi berperan tidak hanya sebagai alat
penegakkan hukum, tetapi juga sebagai instrumen preventif dan edukatif
dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) secara tepat waktu. Oleh karena itu, penerapan
sanksi dapat dikaitkan dengan meningkatnya tingkat kepatuhan yang
tercermin dalam jumlah kendaraan yang aktif dan tercatat dalam sistem
perpajakan daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian mengenai penerapan sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan
wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat
Kota Padang dengan judul “Tinjauan Penerapan Sanksi Administratif
Atas Ketidakpatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor
Samsat Kota Padang”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang

dapat dirumuskan, yaitu :

1. Bagaimana penerapan sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan
membayar pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak pada kantor

SAMSAT Kota Padang?

2. Apa faktor yang menjadi penghambat dalam pembayaran Pajak

Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Padang?



3. Apa upaya yang dilakukan oleh Kantor SAMSAT Kota Padang dalam
mengoptimalkan PKB dengan adanya kebijakan Sanksi Administratif?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini

mempunyai tujuan, yaitu :

a. Penerapan sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan membayar pajak

kendaraan bermotor bagi wajib pajak pada Kantor SAMSAT Kota Padang.

b. Faktor-faktor penghambat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor

pada Kantor SAMSAT Kota Padang.

c. Upaya Kantor SAMSAT Kota Padang dalam mengoptimalkan penerimaan
PKB dengan adanya kebijakan Sanksi Administratif.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan
sebagai berikut :
d. Bagi Penulis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kemampuan
intelektual dan mengkaji lebih dalam tentang tinjauan penerapan sanksi
administrasi atas ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada
kantor SAMSAT Kota Padang.
e. Bagi Peneliti Lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi, wawasan



dan masukan untuk penelitian selanjutnya sehingga hasilnya dapat lebih
baik dari sebelumnya.

f. Bagi Universitas Negeri Padang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
dalam pengembangan teori yang terkait dengan tinjauan penerapan sanksi
administratif atas ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada

kantor SAMSAT Kota Padang

g. Bagi Masyarakat Lingkungan Peruguruan Tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan
pengetahuan untuk memperluas sudut pandang tentang tinjauan
penerapan sanksi administratif atas ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan

bermotor pada kantor SAMSAT Kota Padang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Kantor SAMSAT Kota
Padang mengenai penerapan sanksi administratif atas ketidakpatuhan wajib
pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Padang, penulis dapat
menyimpulkan bahwa :

1. Penerapan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% per bulan
maksimal selama 24 bulan telah diberlakukan kepada wajib pajak yang
menunggak pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sanksi
tersebut secara otomatis tercantum dalam nota pembayaran pajak dan
dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun
demikian, sanksi ini belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan
kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

2. Jumlah tunggakan PKB di Kantor SAMSAT Kota Padang mengalami
peningkatan dari tahun 2022 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa
meskipun sanksi telah diterapkan, tingkat kepatuhan wajib pajak
belum menunjukkan perbaikan yang optimal. Fluktuasi nilai tunggakan
juga dipengaruhi oleh variasi Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
dan jenis kendaraan yang menunggak.

3. Faktor-faktor penghambat dalam pembayaran PKB antara lain adalah:
kurangnya kesadaran wajib pajak, kondisi ekonomi masyarakat,

kendaraan yang sudah tidak digunakan, serta masih terbatasnya
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sosialisasi dari pihak SAMSAT. Faktor-faktor ini menjadi kendala
utama dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak.

Upaya yang dilakukan oleh SAMSAT Kota Padang untuk
meningkatkan penerimaan PKB antara lain melalui penyediaan
layanan payment point, program insentif bagi wajib pajak yang
membayar lebih awal, serta penyebaran informasi melalui media
sosial. Namun demikian, efektivitas upaya tersebut masih perlu
ditingkatkan agar tujuan peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat

tercapai secara maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan

pada Bab IV mengenai penerapan sanksi administratif atas ketidakpatuhan

wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Padang, maka

penulis memberikan saran sebagai berikut:

1.

Pihak SAMSAT Kota Padang perlu meningkatkan sosialisasi dan
edukasi mengenai pentingnya membayar PKB tepat waktu serta
konsekuensi dari keterlambatan pembayaran. Sosialisasi dapat
dilakukan secara langsung ke masyarakat maupun melalui media sosial
secara berkala.

Pemberlakuan sanksi administratif hendaknya dibarengi dengan
pendekatan persuasif, seperti pemberian apresiasi kepada wajib pajak

yang patuh dan memperluas program insentif atau pemutihan secara
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periodik agar dapat meringankan beban masyarakat yang mengalami
kesulitan ekonomi.

. Melakukan Pendataan Ulang Kendaraan Tidak Aktif, berdasarkan data
tunggakan PKB, terdapat banyak kendaraan tua yang tidak lagi
digunakan tetapi tetap tercatat sebagai objek pajak. Hal ini
menyebabkan tunggakan yang sebenarnya tidak aktif. Pemerintah
daerah perlu melakukan pendataan ulang untuk menyaring kendaraan
yang sudah rusak atau tidak digunakan.

. Masyarakat perlu menumbuhkan kesadaran bahwa membayar pajak
adalah bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah dan
merupakan kewajiban hukum. Wajib pajak diharapkan aktif mengikuti
informasi terkait kewajiban pajaknya, baik melalui media sosial resmi,
kantor SAMSAT terdekat, maupun aplikasi layanan pajak yang

tersedia.



DAFTAR PUSTAKA

Aristanti Widyaningsih. (2017). Hukum Pajak. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana
Media.

Erly Suandy. (2018). Perpajakan. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.

Irianingsih. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan
Sanksi Administratif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar
Pajak Kendaraan Bermotor (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan
Bermotor Samsat Sleman). Jurnal Ilmu Perpajakan.

Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi Offset.

Mukhtar. (2013). Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif. Jakarta:
Referensi (GP Press Group).

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sanksi
Administratif Pajak

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak
Kendaraan Bermotor

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perhitungan
Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Sanksi Administratif Pajak
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

Rahayu, Sri. (2018). Tinjauan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor
Roda Dua Pada Kantor SAMSAT Wilayah | Kota Makassar. Jurnal
Ekonomi dan Keuangan.

Resmi, Siti. (2017). Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 11. Jakarta: Salemba
Empat.

Siahaan, Hotbonar. (2017). Hukum Pajak dan Perpajakan. Jakarta: Rajawali Pers.
Soemitro, R. H. (2016). Asas dan Dasar Perpajakan. Jakarta: Eresco.

Surat Keputusan Bersama Menhankam/Pangab, Menkeu, dan Mendagri No. Kep
13/X11/1976, No. Kepll69/MK/IV/76, No. 311 Tahun 1976 tentang
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)

67



68

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



